BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEKAH TAHUN 2019

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan avat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian ADD
dan ketentuan tata cara pengalokasian ADD
ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5y Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubitk
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Noimor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20149 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati [l Gorontalo
dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan  Daerah ({Lembaran Negara




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209i);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 {Lembaran Daerah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
| R ————————g




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayvah vang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat vyang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyvarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

S. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelcnggara Pemerintah Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD,
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Lembaga Kemasyarakatan atau vang disebut dengan nama
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lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa.

8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber
penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan  disetujuil

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

.



10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnva
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Desa dan BPD vyang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD bersamma Kepala Desa.

12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana
yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa,
yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar
10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten
Gorontalo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

setelah dikurangi dana Alokasi khusus.

BAB 1]
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

(1) Pemerintah  daerah  Kabupaten mengalokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD
setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan :

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan
perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa serta

kinerja pemerintah desa.

Pasal 3
Pedoman umum pemanfaatan dan penzgunaan ADD, dilakukan

menurut Kketentuan yang tercantum dalam lLampiran |




-

Pasal 4

Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

BAB 11
PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupat: ini

maka Peraturan

Bupati Gorontalo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengalokasian Alokasi Dana Desa vang

Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Kabupaten Gorontalo.

pada tanggal

pengundangan

Berita Daerah

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 31 Desember 2018

NELSON POM
. /
Diundangkan di Limboto

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HA U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 76




Pasal 4
Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

BAB 1II
PENUTUP

Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Gorontalo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

NELSON POMALI)
Diundangkan di Limboto “

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH UPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 76



